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DPR Dukung Presiden Keluarkan Perppu Darurat Hakim

Untuk Memperbaiki
Citra Kehakiman

JAKARTA-Citra hakim di
negeri ini semakin tercoreng
dengan makin bermunculan
kasus suap terhadap mereka.

"Mengingat hakim dan MA
adalah sebagai garda terde-
pan dalam menegakkan ke-
adilan bagi masyarakat, DPR
pun siap mendukung ter-
hadap evaluasi dan transpa-
ransi kehakiman untuk pera-
dilan yang bersih, dan berwi-
bawa tersebut.

Demikian yang mengemuka
dalam dialektika demokrasi
‘Lembaga Peradilan dalam
Pusaran Korupsi’ bersama ang-

gota Komisi III DPR yang juga
Sekjen DPP PPP Arsul Sani,
Hakim Agung MA Gayus Lum-
bun, dan anggota Ombudsmen
Laode Ida di Gedung DPR RT
Jakarta, Kamis (26/5/2016).
“Jika presiden melihat ba-
hwa banyaknya kasus hakim
termasuk di MA tersangkut
korupsi dan kalau ini dibiar-
kan bisa melumpuhkan ne-
gara, maka Presiden RI bisa
menerbitkan Perppu darurat
hakim. Sebab, kalau hakim
apalagi di MA terlibat korupsi,
maka negara ini bisa lumpuh.
Apalagi jika korupsi itu sudah
mendarah-daging, maka perlu
langkah-langkah radikal untuk
perbaikan. Berbeda jika legis-
lative yang terlibat korupsi,”

tegas Arsul Sani.

Dia menyontohkan refor-
masi peradilan di Ukraina
pascalepas dari Uni Soviet, di
mana sejumnlah 5.000 orang,
dari 10.270 hakim menjalani
tes dan rekrutmen ulang, dan
hasilnya mampu mewujudkan
peradilan yang bersih dan
kuat untuk menyelamatkan
negara itu dari mafia peradi-

lan. “Untuk Indonesia, saya

kira perlu melakukan langkah-
langkah radikal tersebut, ka-
rena dari sisi kultur dan admi-
nistrasi masih buruk dan itu
seperti gunung es,’ ujarnya,
Tapi, untuk perbaikan bo-
broknya persoalan birokrasi
dan administrasi tersebut kata,

Arsul Sani, tidak usah

menunggu UU Jabatan Hakim,
melainkan cukup Perpres.
“Jika Presiden RI melihat itu
sebagai darurat hakim, maka
cukup dengan mengeluarkan
Perpres,” tambahnya.

Gayus mengakui jika peradi-
lan saat ini mengalami gon-
jang-ganjing (turbulensi) aki-
bat banyak yang terlibat ko-
rupsi. Dimana yang terungkap
sebanyak 30 hakim dari 340-
an hakim yang terlibat dan
orperasi tertangkap tangan
(OTT) KPK. .

“Kondisi sebenarnya hal itu
akibat ada kesalahan pimpi-
nan MA dalam mengelola or-
ganisasi kehakiman. Sebanyak
10 pimpinan MA membawahi
300 lebih peradilan di seluruh

Indonesia,’ ungkapnya.
Sekjen MA Nurhadi yang

tersangkut KPK, kata Gayus,

justru sedang dalam promosi

untuk dipindahkan ke kota -

besar, dari daerah asalnya di
Bengkulu, Sumatera. Tim
Promosi dan Mutasi (TPM)
yang menangani posisi dan
jabatan para hakim di daerah
tersebut, berarti tidak mem-
pertimbangkan rekam jejak,
latarbelakang, prestasi, penga-
laman hakim dan sebagainya.

Carut-marut peradilan terse-
but juga tercermin dalam pe-
milihan pimpinan hakim MA.
Dimana mayoritas masih men-
cari aman, opportunis, dan
ambisius menjadi pimpinan
MA. Jika sebelumnya ada 31-an

hakim yang pro reformasi, tapi
ketika menjelang pemilihan
terus berkurang, Alhasil dari 31
hakim pro reformasi tersebut
ketika pemilihan tinggal 18
orang, Selain itu dalam pemili-
han pimpinan MA selalu me-
langgar Tatib. “Misalnya tidak
boleh interupsi, dilarang berta-
nya, dan lain-laipn,” jelas man-
tan anggota Komisi Il DPR RI
FPDIP itu.

Laode Ida menilai jika hakim
atau pejabat MA sudah terlibat
korupsi, berarti kepala pe-
negak keadilan di negara ini
sudah busuk. Sama seperti
ikan, kalau kepalanya sudah
busuk, berarti seluruh tubuh
ikan, atau institusi MA, itu su-
dah busuk, dan berarti ko-

rupsi itu sudah mendarah-
daging.

Lebih fatal lagi hal itu terjadi
dalam pengambilan keputu-
san perkara di MA yang identik
dengan transaksi. Sehingga 99
persen merugikan rakyat yang
tidak memiliki uang, dan se-
baliknya selalu menguntung-
kan bagi mereka yang bermo-
dal tebal.

“Jadi, MA ini harus diampu-
tasi. Kalau Presiden RI mem-
biarkan, berarti terjebak da-
lam pemibusukan peradilan
negara ini. Kalau faktanya MA
seperti ini, maka tidak ada ha-
rapan lagi bagi penegakan

_keadilan di negara ini, yakni

hopless,” tutur mantan Wakil

Ketua DPD RI itu. (dil)



